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Pemerintah Indonesia telah
berkomitmen untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun
2020 tanpa bantuan internasional atau
41% dengan bantuan internasional.
Untuk mencapai tujuan itu, sejumlah
inisiatif kebijakan dan rancangan
kelembagaan telah dihasilkan.
Penyumbang terbesar dari penurunan
emisi Gas Rumah Kaca ini adalah
kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan pemanfaatan lahan, perubahan
pemanfaatan lahan dan hutan. Namun
persoalan pentingnya adalah pada tata
kelola hutan dan lahan.

Selama 20 tahun terakhir, rata-rata lebih
dari satu juga hektar dibabat setiap
tahun untuk perluasan lahan pertanian,
eksploitasi sumber daya mineral,
konversi ke perkebunan kelapa sawit
atau hutan tanaman industri.

Hasil survei di 10 provinsi di Indonesia,
Program Pembangunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNDP) menyebutkan
persoalan tata kelola hutan dan lahan
terdeteksi pada kualitas kerangka
hukum dan kebijakan, desain dan
kewenangan organisasi, kapasitas
pemerintah pusat dan daerah, kapasitas
masyarakat sipil, kapasitas kelompok
bisnis dan masyarakat adat dan lokal.

Sebuah studi yang dilakukan Asia
Foundation tentang penggunaan lahan,
perubahan pengunaan lahan dan
kehutanan di tingkat lokal di Indonesia
mengungkapkan bahwa perencanaan
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tata ruang dan pross perizinan menjadi
isu sentral bagi masalah tata kelola
lingkungan di Indonesia.

Diperlukan pendalaman studi mengenai
hal ini, terutama untuk menjelaskan
masalah-masalah kunci, aktor, kebijakan
dan organisasi terkait dengan masalah
dan solusi untuk tata kelola hutan dan
lahan yang baik. (UNDP, 2013)

The Asia Foundation lewat Program
SETAPAK memberikan dukungan
penelitian di bidang pemanfaatan lahan
dan kehutanan untuk mengidentifikasi
titik masuk dalam upaya memperbaiki
tata kelola serta untuk lebih memahami
dan menangani isu-isu tata kelola
lingkungan bersinggungan dengan
kemiskinan, isu gender, dan hak
masyarakat adat. Epistema Institute
menjadi pendamping untuk seluruh
proses penelitian ini.

Delapan proposal penelitian telah
terpilih untuk meneliti persoalan-
persoalan tata kelola hutan dan lahan di
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur dan Sumatera Selatan, yaitu dari
Prakarsa Borneo, Center for Social
Forestry Universitas Mulawarman,
Pusat Penelitian Kehati dan Masyarakat
Lahan Basah (PPKMLB) Universitas
Tanjung Pura, Swandiri Institute, PENA
(Perkumpulan Penggiat Media Berbasis
Masyarakat), Konservasi Alam
Kalimantan, Yayasan Spora, Pemali
(Peduli Masyarakat Kelautan dan
Perikanan).



Pada 29 - 31 Juli 2013, bersama
Epistema Institute, diadakan Lokakarya
Penyusunan Desain Penelitian untuk

Hutan sebagai penyangga kehidupan,

pengatur tata air, serta sebagai
stabilisator emisi gas buangan,
keberadaannya harus dipertahankan.
Penggunaan kawasan hutan untuk
tujuan di luar sektor kehutanan harus
dilakukan dengan hati-hati.

Di Kalimantan Timur, areal hutan
primer harus dipertahankan, karena
jumlah lahan kritis di tahun 2011 saja
telah mencapai 2.622.681,49 Ha
sehingga perlu upaya untuk menekan
laju deforestasi.

Kawasan hutan yang masih tersisa di
Kalimantan Timur saat ini semakin
terancam oleh kegiatan pertambangan.
Penggunakan kawasan hutan untuk
kegiatan pertambangan melalui
mekanisme pinjam pakai memunculkan
permasalahan pada tingkat
implementasi, terutama kemampuan
peminjam melakukan reklamasi dan

menyempurnakan dan mempertajam
desain penelitian. Dalam lokakarya ini
juga diundang beberapa narasumber

pascatambang pada area bekas hutan
pinjam pakai.

Di tahun 2011 saja total izin
pertambangan barubara di Kalimantan
Timur mencapai 1.419 izin, yang terdiri
atas 1.386 IUP (Izin Usaha
Pertambangan) dan 33 PKP2B
(Perjanjian Karya Pengusaha Batubara)
dengan total produksi 204,99 juta ton
dengan cadangan produksi 8,184 Milyar
ton. Royalty Batubara dan iuran tetap
mencapai 4, 56 Triliun.

Praktek Pinjam Pakai Hutan di
Kalimantan Timur diberikan atas
rekomendasi Gubernur/Bupati. Dan ini
menjadi dasar persetujuan Departemen
Kehutanan dalam memberikan izin
pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam prakteknya, pinjam pakai hutan

tidak dikembalikan dalam bentuk hutan.

Dan ini sangat terlihat dalam kegiatan
pertambangan, dimana kawasan

yang mempunya pengalaman penelitian
kebijakan untuk memperkaya
informasi. [ ]

pertambangan tidak dapat
dikembalikan pada kondisi seperti sedia
kala.

Beberapa regulasi yang secara khusus
mengatur mengenai pinjam pakai
kawasan hutan adalah :

e UU41/1999-UU 4/2009

e PP 44/2004 tentang Perencanaan
Kehutanan

e PP 45/2004 tentang Perlindungan
Hutan dan Perubahannya (PP 60
Tahun 2009)

e PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan
Perubahannya (PP 3/2008)

e PP 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan
Tarif atas PNBP yg berasal dari
penggunaan kawasan hutan bagi

kegiatan di luar kehutanan

e PP 3/2008 tentang Perubahan atas



PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan
serta Pemanfaatan Hutan

e PP 76/2008 tentang Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan

® PP 24/2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan

e PP 22/2010 tentang Wilayah
Pertambangan

e PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan BB

e PP 78/2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang

e Permenhut NO. P.18/Menhut-
11/2011 tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan

® Permenhut No. P.18/Menhut-
11/2012 tentang Tata Cara Penilaian
Ganti Rugi tanaman Hasil
Rehabilitasi Hutan akibat
Penggunaan Kawasan Hutan dan
Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan

® Permenhut No. P.38/Menhut-
[1/2012 tentang Perubahan atas
Permenhut No. P.18/Menhut-
[1/2012 tentang Pedoman Pinjam

Pakai Kawasan Hutan.

Penggunakan kawasan hutan untuk
kegiatan pertambangan melalui
mekanisme pinjam pakai memunculkan
permasalahan pada tingkat
implementasi, terutama kemampuan
peminjam melakukan reklamasi dan
pascatambang,

Reklamasi dan pascatambang pada area
hutan telah direduksi oleh anggapan
yang sudah terlanjur diterima bahwa
reklamasi dapat dilakukan dalam
bentuk lain seperti area wisata,
penampungan air, dan kegiatan
peternakan. Selain itu, rendahnya
kemanfaatan hukum (zweckmagsickeit)
terkait pengaturan mengenai pinjam
pakai hutan, dan status objek hukum
pada peristiwa hubungan hukum
pinjam-meminjam.

Kekaburan dan ambiguitas pengaturan
mengenai pinjam pakai kawasan hutan
bagi kegiatan pertambangan batubara
akan berpengaruh terhadap tata kelola
hutan dan lahan (TKHL) di Kalimantan
Timur.

Status praktek izin pinjam pakai

sisi terminologi hukum oleh karena
mengandung dua pembidangan hukum
yang berbeda. “Pinjam Pakai”
merupakan peristiwa hubungan hukum
keperdataan, tetapi di lain pihak
terdapat unsur-unsur hukum publik
yang menyertainya yaitu aspek hukum
perizinan,

Inilah yang menjadi landasan Prakarsa
Borneo untuk melakukan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan jaminan tata kelola hutan
dan lahan (TKHL) yang berkelanjutan
dengan cara pengaturan syarat
penerbitan rekomendasi gubernur/
bupati dalam kegiatan pinjam pakai
hutan untuk kegiatan pertambangan
batu bara berdasarkan kondisi daya
dukung lingkungan kawasan hutan.

Penelitian ini akan dilakukan di Kutai
Timur, dan Kutai Kertanegara, dengan
pertimbangan di dua kabupaten ini
memiliki izin-izin terbanyak terkait
batubara.

Penelitian akan dilakukan oleh
Muhamad Muhdar (Peneliti Utama),
Rosdiana (Asisten Peneliti) dan Abrar

kawasan hutan memiliki kekaburan dari Saleng (Penasehat Peneliti). [ ]

Hutan mangrove memiliki fungsi
ekologis yang sangat penting. Namun
ekosistem mangrove sangat rentan
terhadap perubahan. Ketika hutan
mangrove dialihfungsikan dengan dalih
pembangunan, baik di hulu maupun di
hilir, pesoalan demi persoalan
bermunculan. Upaya mengembalikan
fungsi ekologis dan ekonomis mangrove
tak mudah dilakukan. Hambatan baik
dalam hal teknis maupun kelembagaan
membuat upaya pelestarian hutan
mangrove terpadu dan berbasis
masyarakat seakan jalan di tempat.

Perkumpulan PENA, PSAP UGM,
Konphalindo akan melakukan
penelitian “Menuju Tata Kelola Hutan
Terpadu dan Demokratis: Belajar dari
Pengelolaan Hutan Mangrove di Kubu
Raya, Kalimantan Barat”, Penelitian ini
akan mengungkapkan respon
masyarakat lokal terhadap perubahan-
perubahan besar akibat pembangunan,
khususnya masyarakat yang tinggal di
kawasan hutan mangrove.

Pertanyaan ini diajukan dengan asumsi
bahwa respon masyarakat lokal dan
masyarakat luar berimplikasi pada

praktek pengelolaan, penguasaan,
pemilikan, dan pemanfaatan hutan
mangrove, Tata kelola hutan mangrove
tidak lepas dari kebijakan yang ada.
Namun terindikasi adanya gap antara
kebijakan dan praktik pengelolaannya.
Luas hutan mangrove semakin
berkurang, ekonomi dan relasi sosial
terganggu.

Penelitian ini nanti juga akan
menelusuri faktor-faktor yang
menentukan keterlibatan para aktor
terkait, hubungan antara praktek
pengelolaan hutan dengan politik lokal,



serta pengaruh otonomi daerah
terhadap kebijakan dan praktek
pengelolaan hutan mangrove. Pada
akhirnya akan dirumuskan model
pengelolaan hutan dan lahan yang
memungkinkan para aktor membangun
organisasi sosial guna sinkronisasi
antara kebijakan dan praktek.

Penelitian ini akan dilakukan di
kawasan lahan mangrove yang
mengalami kerusakan di pesisir
Kalimantan Barat khususnya di
Kabupaten Kubu Raya. Lokasi ini dipilih
karena Kabupaten Kubu Raya baru
berdiri tahun 2007 yang merupakan
pemekaran dan Kabupaten Pontianak.
Persoalan terkait dengan pengelolaan
hutan mangrove di sana relatif
kompleks sehingga membutuhkan
penanganan yang holistik, kerjasama

Propinsi Kalimantan Barat
berpenduduk 4,5 juta jiwa yang berada
di 12 kabupaten dan 2 kota. Mayoritas
etnis penduduknya adalah Melayu,
Dayak, Tionghoa, Jawa, Madura, Ambon,
Batak, dan Bugis. Indek Pembangunan
Manusia di propinsi tersebut

berada di peringkat 28 dari 33

propinsi di Indonesia.

Wilayah Kalimantan Barat telah
dikapling oleh konsesi
pertambangan emas, bauksit
dan Batubara yang luasannya
mencapai 5.074.337 Ha lahan
untuk 721 perusahaan.
Sementara konsesi perkebunan
sawit luasannya 4.292.853 Ha
lahan untuk 378 perusahaan.
Dan konsesi hutan tanaman
industri mencapai 2.293.097 Ha lahan
untuk 47 perusahaan.

Kehadiran industri pertambangan,
perkebunan sawit dan hutan tanaman

Konsesi HPH di dalam hutan lindung

antarpihak, serta menuntut sistem
regulasi yang memadai.

Sejak tahun 1970 kawasan lahan
mangrove di Kubu Raya ini telah
dikonversi dengan berbagai kebijakan
antara lain; pembangunan pengairan
pasang surut, tambak, pemukiman
transmigrasi, yang kesemuanya adalah
membuat kawasan lahan basah tersebut
menjadi semakin menyusut. Di kawasan
mangrove Kubu Raya saat ini sedang
terjadi konversi mangrove menjadi
lahan tambak dan pengrusakan tak
terkendali oleh masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan
dibukanya perkebunan kelapa sawit di
daerah up land sehingga mempengaruhi
asupan air tawar yang sangat
dibutuhkan mangrove. Akibat dari itu,
keberlanjutan penghidupan masyarakat

industri tersebut mengakibatkan
terjadinya konflik agraria. Sepanjang
tahun 2011 telah terjadi 67 konflik
agraria terkait kegiatan pertambangan,
perkebunan dan kehutanan. Salah satu
penyebab konflik penggunaan lahan di
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petani dan nelayan terancam.

Kondisi ini disebabkan karena
lemahnya kebijakan, kapasitas
kelembagaan pengelola hutan lemabh,
serta pandangan dan sikap eksploitatif
masyarakat terhadap hutan makin
meningkat. Hutan itu bukan bidang
kosong, tapi sarat akan kepentingan.
Pemerintah sebagai pengatur lalu lintas
perlu membuat aturan agar pengelolaan
hutan dapat menjamin hutan yang
lestari dan bermanfaat bagi masyarakat
secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan oleh Prof. Dr.
PM Laksono; Esti Anantasari,
MA,Chatarina Pancer Istiyani, M.Hum,
Jajang Agus Sonjaya, M.Hum, Almira
Rianty, M.Hum, Ruddy Gustave, Rinto,
S.Sos, Angga Nalindo Utama, Goreti
Malitin Ayang, SE, dan Ervina. []

Terjadi tumpang tindih antara konsesi
HPH, HTI dan perkebunan besar
lainnya.

Banyak sekali aktor-aktor yang terkait
dengan proses perencanaan di
Kalimantan Barat. Inilah yang
mendasari Swandiri Institute
untuk meneliti siapa saja aktor-
aktor tersebut dan intervensi apa

o= saja yang bisa dilakukan terkait

dengan Kebijakan tata ruang di
Kalimantan Barat.

Penelitian ini akan mencakup
aspek tumpang tindih Kebijakan
sektoral terkait dengan konsesi
lahan dan penataan ruang, aktor-

Propinsi Kalimantan Barat adalah
adanya perbedaan fungsi hutan akibat
perbedaan dasar yang digunakan dalam
menentukan status dan fungsi hutan.

~———  aktor yang dilibatkan dalam

pengambilan kebijakan terkait

tata ruang dan tata kelola hutan
(TKHL), pengaruh aktor dalam
kebijakan terkait tata ruang dan TKHL
serta ruang-ruang partisipasi dalam
kebijakan terkait tata ruang dan TKHL.



Reaksi terhadap laju deforestasi ini
muncul beragam. Laporan dari Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang
Adil dan Berkelanjutan (KMSTRAB)
mengidentifikasi adanya 146 kasus
konflik lahan di seluruh Indonesia
terkait adanya pertambangan,
perkebunan serta konsesi kehutanan
yang melibatkan 2,1 juta Hektar lahan.
Sementara Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) melaporkan adanya
67 konflik agraria sepanjang tahun
2011 di Propinsi Kalimantan Barat di
mana 18 kasus di antaranya
dikategorikan sebagai kasus kriminal
(www.investor.co.id ).

Persoalan yang belum disentuh

dalam penelitian-penelitian
sebelumnya adalah interaksi

antar aktor dan posisi aktor

dalam struktur jejaring sosial

serta dinamikanya sehingga

dapat ditemukenali aktor-aktor
'sentral’. Analisis jejaring sosial

akan dilakukan untuk

menganalisis aktor-aktor dan
interaksinya dalam penataan

ruang dalam rangka

mengelaborasi sentralitas aktor-aktor
tersebut (derajat sentralitas, sentralitas
antara, sentralitas kedekatan dan
sentralitas eigenvektor). Data-data
tersebut akan didapatkan melalui
wawancara mendalam, serta analisis
literatur dengan beberapa metode
seperti metode bola salju dan metode
survei menyeluruh. Beberapa studi
telah dilakukan terkait dengan aktor-
aktor multi-sektoral yang terkait
dengan TKHL, khususnya terkait
dengan proses penataan ruang. Studi-
studi tersebut mengelaborasi dimensi-
dimensi sosio-ekonomi, sosio-kultural
dan sosio-politik, seperti yang
dilakukan oleh Universitas Indonesia
tentang aktor dan ekonomi politik TKHL
di Kalimantan Barat. Yang belum
dilakukan adalah penelitian yang

terfokus pada interaksi antar aktor
dalam penataan ruang dalam perspektif
jejaring. Di sinilah penelitian ini akan
mengisi kekosongan pengetahuan yang
ada. Pengetahuan ini penting untuk
tidak hanya memperkaya ranah
keilmuan ekologi manusia tetapi juga
ranah keilmuan ekologi politik, selain
itu juga untuk kebijakan serta praktek-
praktek baik menuju tata kelola spasial
yang baik (good spatial governance).

Siapakah aktor-aktor sentral dalam
TKHL, khusus proses penataan ruang
(termasuk perizinan) di Propiinsi
Kalimantan Barat?

Konsesi perkebunan sawit
di dalam hutan lindung

Salah satu persoalan yang diidentifikasi
oleh Kementrian Kehutanan (2011)
menyimpulkan bahwa salah satu
penyebab konflik penggunaan lahan di
Propinsi Kalimantan Barat adalah
adanya perbedaan fungsi hutan akibat
perbedaan dasar yang digunakan dalam
menentukan status dan fungsi hutan
akibat perbedaan dasar yang digunakan
dalam menentukan status dan fungsi
hutan. Tumpang tindih terjadi antara
kawasan yang telah mendapatkan izin
konsesi dengan kawasan hutan.
Penelitian yang diusulkan akan fokus
pada aspek penataan ruang dalam TKHL
terutama fokus pada aktor-aktor sentral
dalam penataan ruang yang memiliki
kepentingan sektoral maupun non-
sektoral. Penelitian ini penting untuk
melengkapi pengetahuan yang ada,
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melalui elaborasi mendalam bukan
hanya fokus pada aktor dan dimensinya
tetapi juga pada interaksi antar aktor-
aktor tersebut dalam berbagai tingkatan
dan skala, melalui analisis jejaring
sosial. Analisis jejaring sosial terhadap
aktor-aktor ini akan memberikan
sumbangan pemikiran yang tidak saja
akan memperkaya ranah kajian ekologi
manusia dan ekologi politik, tetapi juga
memberikan sumbangan berupa
pemikiran yang dapat digunakan dalam
ranah praksis, terutama oleh para pihak
yang terlibat.

Penelitian ini akan merupakan sebuah
penelitian analisis jejaring sosial
(social network analysis [
selanjutnya: SNA) untuk
memetakan dan mengidentifkasi
sentralitas aktor-aktor dalam
proses penataan ruang terkait
dengan TKHL. SNA merupakan
sebuah metode yang telah cukup
lama digunakan dalam berbagai
ranah keilmuan, hanya saja SNA
dalam isu pengelolaan sumber
daya alam merupakan sesuatu
yang cukup baru. SNA dalam isu
pengelolaan sumber daya alam, tidak
saja akan memperkaya ranah keilmuan
pengelolaan sumber daya alam maupun
teori grafik (induk teori SNA) tetapi
juga akan memperkaya ranah penelitian
yang lebih aplikatif dan bersifat aksi
seperti participatory action research
(PAR), ataupun ranah keilmuan lain
seperti geografi, antropologi maupun
ekologi politik. Penelitian ini akan
menggabungkan SNA dengan kajian
ekologi politik dalam penataan ruang
dan TKHL.

Penelitian ini dilakukan oleh Irendra

Radjawali, Happy Hendrawan, Arif
Munandar dan Cut Azimarta.

Keterangan gambar:

Peta konsesi di Propinsi Kalimantan
Barat.

Sumber: Swandiri Institute []



Pada tahun 2003, Kabupaten Kapuas
Hulu melalui Surat Keputusan Bupati
no.144 Tahun 2003 ditetapkan sebagai
kabupaten konservasi. Dari luasan
Kabupaten Kapuas Hulu 1.677.601 ha,
tak kurang dari 56%nya ditetapkan
sebagai kawasan lindung.

Pasca ditetapkannya kabupaten Kapuas
Hulu sebagai kabupaten Konservasi,
seharusnya terdapat pola serta dampak
yang lebih baik dalam hal tata kelola
hutan dan lahan. Namun kenyataannya,
sampai saat ini implementasi kebijakan
kabupaten Kapuas Hulu sebagai
Kabupaten Konservasi belum
terealisasi, dan evaluasi kebijakan
tersebut belum pernah dilakukan.

Berbagai masalah yang muncul dari
kebijakan hutan lindung dan kabupaten
konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu
sebagai heart of Borneo berkaitan
dengan masalah pengelolaan daerah
konservasi, larangan pemanfaatan

Kondisi hutan Sumatera Selatan makin
hari makin memburuk. Di tahun 2012
saja, Walhi Sumatera Selatan mencatat
bahwa dari luasan hutan propinsi
Sumatera Selatan yang mencapai 3,7
juta Ha ternyata yang kondisinya masih
baik hanya 800 ribu Ha saja. Sementara
itu, luas HTInya mencapai 1,3 juta Ha
dan dikuasai oleh 19 perusahaan.

Data BPN di tahun 2006 menjelaskan
bahwa ada 186 perusahaan yang telah
memiliki HGU, dimana 45 HGU berasal
dari BPN Sumsel dan 141 berasal dari
BPN pusat dengan luas total 596 ribu
Ha. Sementara DPRD Sumsel
memperkirakan ada ratusan
perusahaan perkebunan lainnya yang

sumber daya alam yang sebelumnya di
kelola masyarakat, pemberian izin
pendirian perusahaan perkebunan di
lahan produktif, maraknya illegal
logging, PETI dan lain lain.

Masyarakat juga tidak dilibatkan,
sehingga banyak masyarakat di Kapuas
Huku yang terpaksa harus mencari
sumber ekonomi ke negara tetangga,
atau melakukan penambangan emas
tanpa izin dan menjadi peladang
berpindah.

Perlu peran aktif dari pemerintah,
masyarakat dan pihak swasta untuk
mewujudkannya, dengan mengacu pada
aktivitas yang lebih bersahabat dengan
alam,

Masalah tersebut diduga berkaitan
dengan belum efektifnya implementasi
kebijakan (SK Bupati no.144 Tahun
2003). Karena itu Implementasi
kebijakan tersebut perlu dievaluasi.

tidak memiliki HGU dan hanya memiliki
izin prinsip dari bupati/walikota saja.
Tak hanya itu, Sumatera Selatan
merupakan salah satu wilayah dengan
konflik agrarian tinggi. KPA
memasukkan propinsi ini dalam 3 besar
wilayah dengan konflik agraria tinggi.

Konflik-konflik yang ada tidak terkelola,
tertangani dan terselesaikan dengan
tuntas. Bahkan ada kecenderungan
terus meningkat dan disertai dengan
kekerasan.

Pendekatan keamanan dijadikan alat
untuk meredam konflik. Polda Sumatera
Selatan bahkan akan membangun pusat
layanan kepolisian di beberapa
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Pusat Penelitian Kehati dan Masyarakat
Lahah Basah Universitas Tanjung Pura,
Pontianak akan meneliti “Peran
Komunikasi dalam Implementasi
Kebijakan Tata Kelola Hutan dan Lahan
di Kabupaten Konservasi di Kabupaten
Kapuas Hulu” untuk melihat faktor
penghambat implementasi kebijakan
Bupati Kapuas Hulu Nomor: 144 Tahun
2003 tentang Kabupaten Konservasi.
Selanjutnya akan dilakukan upaya
merekonstruksi model implementasi
yang paling efektif dari Keputusan
Bupati tersebut.

Harapannya, penelitian dapat menjadi
masukan bagi pengambil Kebijakan di
pemerintah kabupaten Kapuas Hulu
maupu pemerintah pusat.

Penelitian ini akan dilakukan oleh Dr.
Netty Herawati, Dr. Gusti Anshari M.Si;
Mira Sophia Lubi, ST.MT; Dr. Ir. Ahmad
Tohardi, MM, Dra. Lina Sunyata,MS, Adi
Haryadi, dan Farida Damayanti. []

kabupaten/kota untuk meredam konflik
agraria.

Dalam beberapa kasus, tindakan
kriminalisasi aparat keamanan
terhadap gerakan petani justru makin
melestarikan konflik.

Untuk itu, Yayasan Spora melakukan
penelitian Tata Kelola Kebijakan
Penanganan dan Penyelesaian Konflik-
konflik Agraria di Tingkat Lokal
(Mempelajari Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan) untuk menelusuri
akar masalah terjadinya konflik dan
hambatan penyelesaiannya, baik dari
sisi kebijakan, ekonomi politik dan
budaya lokal.



Penelitian ini akan difokuskan pada Kasus ini merupakan salah satu kasus ~ belum berhasil memberikan kepastian
kasus antara masyarakat Desa Simpang tumpang tindih klaim lahan yang belum hukum pada status lahan yang dikelola

Bayat, Kecamatan Tungkal Jaya, terselesaikan sejak tahun 1992 sampai  masyarakat, karena berada dalam
Kabupaten Musi Banyuasin dengan sekarang. kawasan hutan.

perusahaan pemilikizin pemanfaatan  gonflik ini sudah diputuskan oleh Penelitian ini akan dilakukan oleh Amin
Hutan Tanaman Industri (HTI) PT pengadilan dengan memenangkan Tohari, Yulian Junaidi, Hadi Jatmiko dan
PAREKIN di lahan seluas 43.380 Ha. masyarakat, tetapi sampai saat ini Hanny Wijaya. []

Judul Penelitian : Prospek Integrasi Tata Kelola Hutan oleh  Untuk Perkebunan Sawit Terhadap RTRW)
Masyarakat Lokal dalam Sistem Pengelolaan KPH (Kesatuan  Lembaga : Swandiri Institute, Pontianak

Pengelolaan Hutan) di Kabupaten Berau Peneliti : Irendra Radjawali; Happy Hendrawan; Arif
Lembaga : Center for Social Forestry, Universitas Munandar, Cut Azimarta
Mulawarman, Samarinda Pendamping : Prof. Dr. Afrizal

Peneliti : Prof.Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono; Dr. Ir. Fadjar
Pambudhi, M.Sc; Dr. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si.; Yusmiati,
S.Hut.

Pendamping: Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS

Judul Penelitian : Upaya Optimalisasi Peran Kesatuan
Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Dalam Rangka Menuju Tata
Kelola Hutan dan Lahan Melalui Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Studi Kasus:
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Terhadap Praktek Pinjam KPHP Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi

Pakai Kawasan Hutan Bagi Kegiatan Pertambangan Batubara Sumatera Selatan

di Kalimantan Timur Lembaga : Pemali, Sumatera Selatan

Lembaga : Prakarsa Borneo, Balikpapan Peneliti : Ir. Muhammad Yamin, MM; Pandriadi, SE, M.Si;
Peneliti : Prof. Abrar Saleng; Dr. M. Muhdar, S.H., M.Hum; Abdul Rohman, SE, M.Si; Nurkardina Novalia, SE, M.Si; Idil
Rosdiana; Mohamad Nasir Victor, SH, MH; Syaiful Eddy, S.Si, M.Si; Erniwati, SH, M.Hum;
Pendamping : Dr. Rikardo Simarmata Maryani

Pendamping: Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS

Judul Penelitian : Peran komunikasi dalam implementasi
Kebijakan Tata Kelola Hutan dan Lahan sebagai Kabupaten Judul Penelitian : Menuju Tata Kelola Hutan Terpadu dan

Konservasi di Kapuas Hulu Demokratis: Belajar dari Pengelolaan Hutan Mangrove di

Lembaga : Pusat Penelitian Kehati dan Masyarakat Lahan Kubu Raya, Kalimantan Barat

Basah Universitas Tanjung Pura, Pontianak Lembaga : Perkumpulan Pena, PSAP UGM, Konphalindo

Peneliti : Dr. Netty Herawati, M.Si; Dr. Gusti Anshari, M.Si; Peneliti : Prof. Dr. PM Laksono; Esti Anantasari, MA;

Mira Sophia Lubi, ST, MT; Dr. Ir. Ahmad Tohardi, MM; Dra. Chatarina Pancer Istiyani, M.Hum; Jajang Agus Sonjaya,

Lina Sunyata, MS; Adi Haryadi; Farida Damayanti M.Hum; AlmiraRianty, M.Hum; Ruddy Gustave; Rinto, S.Sos;

Pendamping : Dr. Moira Moeliono Angga Nalindo Utama; Goreti Malitin Ayang, SE; Ervina

Judul Penelitian : Tata Kelola Kebijakan Penanganan dan Pendamping: Dr. Rikardo Simarmata

Penyelesaian Konflik-konflik Agraria di Tingkat Lokal Judul Penelitian : Pemetaan area HCV (high conservation

(Mempelajari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) value) sebagai sarana kampanye area dilindungi di luar

Lembaga : Yayasan Spora, Palembang kawasan konservasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Peneliti : Amin Tohari; Yulian Junaidi; Hadi Jatmiko; Hanny =~ Lembaga : PEKA Indonesia dan Kelompok Konservasi Alam

Wijaya Kalimantan

Pendamping : Prof. Dr. Afrizal Peneliti : Prof. Dr. Lilik Budi Prasetyo; Dr. Akhmad Rizali; Dr.
Damayanti Buchori; Heri Tabadepu; Adi Prasetyo; Tuti

Judul Penelitian : Aktor dan Sentralitas: Analisis Jaringan
Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) di Propinsi Kalimantan
Barat, Indonesia (Studi Kasus Intervensi Alih Fungsi Kawasan

Awaliyah
Pendamping : Dr. Moira Moeliono



Lokasi Program SETAPAK

WEST KALIMANTAN
Kubu Raya
Sintang
Ketapang
Kapuas Hulu
Melawi
Kayong Utara

NORTH KALIMANTAN
Malinau
Bulungan

EAST KALIMANTAN
Berau
Paser

SOUTH SUMATRA
Musi Rawas
Musi Banyuasin
Banyuasin
Muara Enim
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